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BUPATI MINAHASA 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA 
NOMOR 4'1 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAWUN ANGOARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA, 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Qg�r�J} Tahun Anggaran 2015
1  

perlu adanya Penjabaran 

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, perlu menetapkan :f>eraturan Bupati Minahasa tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

1 .  Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomcr 1822 _); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang . 



Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor o 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Qg�rg.h {�rnpqran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 561); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (sebagaimana telahdiubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012) ;  

14 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (sebagaimana telah diganti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010) ;  

15 .  Peratu=an Pemef-ifltah Nornor §5 Tahun · 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575) ; 

16 .  Peraturan . 



16. Peraturan Pemerintah Nomor .56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010); 

17. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedeman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

20. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pinjaman 

Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 1  Tahun 201 1 ) ;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah; 

24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari APBD; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok ·f->engelolaan Keuangan Daerah (Lembaf'an 

Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 19 Tahun 2007); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD dan Staf Ahli Bupati; 

29 .  Peraturan . 



Menetapkan 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan 

Pemerintah Kelurahan; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2008 

ten tang Organisasi dan · Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu; 

3 1 .  Peeaturan Daerah Kabupaten Minahasa Nornor 9 Tahu-n 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011  

tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa; 

33. Peraturan · Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011  

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 

�ntarig R�triln.!§i Daerah {sebagaimana t�lM fl!Ybstll densan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015) ;  

35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 

tentan� Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga 

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Perueahart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;  

37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015 ;  

MEMUTUSKAN : 

RANeANOAN PERA.TORAN BUPATI MINAHASA TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas : 

1 .  Pendapatan . 



1 .  Pendapatan 

�- Pendapatan Asli Daerah Rp 73.125.539.559139 

b. Dana Perimbangan Rp 780.534.695.999,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Rp 27 4. 938.457 .091,00 

Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan Rp i .  128.598.692.649,39 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 639.673.306.605,00 

2) Belanja Bunga Rp 0,00 

3) Bel- ja Subsidi Rp 0,00 

4) Belanja Hibah Rp 8.342.880.885,00 

S) Belanja Bantuan Soeial Rp 460 .000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp 3.813.414.000,00 

7) Belanja Bantuan Rp 124.398.328.130,00 

Keuangan 

8) Belanja Tidak Terduga Rp 546.264.000200 

Rp 1.092.126.832.265,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 5-7�4.642,6�0.09 

2) Belanja Barang dan Rp 163.827.072.936,00 

Jasa 

3) Belanja Modal RI! 234.4 78.266. 712200 

Rp 404.039. 982.298200 

Jumlah Belanja Rp 1.092.126.832.265,00 

Surplus / ( Defisit ) Rp 36.471.860.384239 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp 91.365.535.873,61 

b. Pengeluaran Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 91.365.535.873261 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tah'un Berkenaan Rp 127 .837 .396.-2§8,00 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Minahasa ini. 

p��aj � . • · . · · · ·  



Pasal3 

Ringkasan laporan rsalisasi anggaran sebagaimana e:Hme.ksud dalam Pasal 1 dirinei 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 

dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Minahasa ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. 

Diundangkan di Tondano 

pada tanggal ;u, ��c,f .1l>\ b 

S DAERAH KABUPATEN MINAHASA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2016 NOMOR l"'f 


